
PENGAJUAN NPSN BARU
(diisi dengan huruf kapital)

Formullr A1.1

l. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

ll. ldentitas Sekolah

a. Nama liekolah

b. Alamat

c. Jenjang Sekolah

d. Status Sekolahr

e. Propinr;i

f. t|.lrbrgfdrdtr/Kota

g. Kecamatan

h. Kelura ran

i. Email

lll. Legalitas Sekolah

a. No :;K/lzin Pendirian Sekolah

b. Tanggal

c. No liK/1zin Operasiorral Sekolah

d. Tanggal
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1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,

2. Formulir disgiahkan kepado operator Dinas pendidikan Kabupaten/Kota setempal

3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian sckolah & operasionrl Sekolah,

4. Pastilan Anda menerima CFIAK TANDA BUKTI PcnS'aiuan NPSN Baru'

5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Emell l n,dgo(okamdlkbud.go'ld

6, Dalam penglslan torrnullr, Anda telah menyetuiui ketentuan layanan yang barlaku'



PEMERIIYTAH KOTA BANJARBARU
I}I}{AS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Pendidikan Nasional - RO Ulin Baqiarbaru y\p 70712
Telp/Faks (05 I I ) 4772570

Menimbang : a-

Mengingat : l.

b.

KEPUTUSAI\' WALIKOTA BA}{JARBARU
NOMOR 038 TAHUN 2015

TEI{TANG
IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SUNGAI BESA.R

WALIKOTA BANJARBARU,
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dasar, perlu dibangun unit se-kolah baru,
khususnya Sekolah Dasar (SD) Negeri;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran di atas, dipandang perlu
untuk memhrikan il-in operasional pendirian sekolah yang ditetapkan Jengan
Surat Keputusan Walikota Banjarbanr

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotarnadya
Daerah ringkat tr Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah;
1999 Nomor 43, Tamhhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3822);

Undang-Undang Nomor 20 Tatrun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor zg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-uudang Nomor 32 Tahun 2oM tentang pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor M37)
sebagaimana telah diubatr terakhir dengan undang-undang Nomor g rahun
2005, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia fhun 2005 Nomor
4548);

undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambatran Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4586);

Undzurg-undang Nomor 12 Tahun 20l l tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5?3$;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3412) sebaggimana telah diubah
dengan Peratruan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor M96) sebagaimana
telah diubah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambatran
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5410);

)

3.

4.

5.

6.

7.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTS);

9. Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintatg Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/tr(ota (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aTT);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ll2, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5 I 57);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal sebgaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun zol3 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15
lahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimat @erita Negara Republik
lndonesia Tahun 2013 Nomor 464);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (B€rita Negara
Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 7lZ);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tatrun 2013 tentang
standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengatr @erita Negara Republil
Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (BeritB Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tatrun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2013 Nomor 8l l);

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Kerangka Dasar dan Stnrktur Kurikulum Sekolah Dasar/Ivladrasah Ibtidaiyah
@erita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 teltang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);
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21. Peraf,ran D*T,h Kota Banjarbanr Nomor 2 Tahun 200g tentang urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan pemerintah rota ila4arbanr
(Lembaran Daerah Kota Baqiarbanr Tahun20Og Nomor 2);

22. Peraturan Daerah {ota Banjarbaru Nomor l l Ta}run 200g tentang
Pembenorkan- organisasi dan Tata Kerja pinas Daeratr di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daeratr Kota Banjarbaru fahin ZSO8
Nomor 11) sebagaimana telah diubah tsrakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penrbahan Kedua Atas peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor l l rahun 200g tentang pembentukaru
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru (lembaran Daerah Kota Banjarbanr- Tahun 2013 Nomor g,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor g);

23' Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang pendid.ikan
(kmbaran Daerah Kota Banjarbanr Tahun 2013 Nomer 3, Tambahan
Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Kepurusan Walikota Banjarbaru tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah
Dasar (sD) Negeri 5 Sungai Besar dengan Alamat Jalan Gunung perrrai Raya
Kelurahan sungai Besar Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan diberikan *IJIN OpERASIONAL pENDIRIAN,,
dan tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Sekolah Dasar (sD) Negeri 5 g rngai Besar sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dalam melaksanakan proses pembelajaran dBn pendidikan
berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah
ditentukan-

Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran zol4f:ols, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubatr dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada tanggal

: di Banjarbam
: 5 Maret 2015

AnsYAD, U. Pd.
15 198603 (, 015

Tembusan Yth.:
1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
2. Ketua DPRD Kota Banjarbanr di Banjarbanr
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan selatan di Banjarmasin
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbanr

a.n. WALIKOTA BAITJARBARU


